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Abstract: This study was conducted to understand the relationship 

between the e-filing system, e-billing system, NIK matching on NPWP 

and taxpayer understanding of tax compliance. The Rohis Alumni 

Community of SMKN 13 Jakarta is the population of this study, and a 

sample of 52 respondents was selected using the Slovin formula. This 

study uses quantitative methods with normality, multicollinearity, 

heteroscedasticity, and linearity tests as classical assumption tests. 

For speculation testing using T test, F test, and coefficient of 

determination test. In this review, the information used is key 

information collected through distributing surveys to respondents. The 

research findings suggest that the e-filing system, e-billing, and 

matching NIK with NPWP have no impact on tax compliance. 

However, taxpayer understanding is proven to have a significant 

relationship with tax compliance. The research contribution is 

expected to provide additional information and insights regarding the 

importance of improving tax compliance. Suggestions for future 

research can use a wider population from a particular region or 

company, by adding or replacing variables, such as tax sanctions, e-

fin, or e- registration 

 

Abstrak: Pengkajian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara 

sistem e-filing, sistem e-billing, pemadanan NIK pada NPWP serta 

pemahaman Wajib Pajak kepada kepatuhan pajak. Komunitas Alumni 

Rohis SMKN 13 Jakarta merupakan populasi dari penelitian ini, dan 

sampel sebanyak 52 responden dipilih dengan memakai Slovin 

formula. Pengkajian ini memakai metode kuantitatif dengan uji 

normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta linearitas 

sebagai uji asumsi klasik. Untuk pengujian spekulasi menggunakan uji 

T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dalam tinjauan ini, informasi 

yang dipakai adalah informasi penting yang dikumpulkan melalui 

penyebaran survei kepada responden. Temuan penelitian 

menghasilkan bahwa sistem e-filing, e-billing, dan pemadanan NIK 

dengan NPWP tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. 

Namun, pemahaman Wajib Pajak terbukti memiliki hubungan 

signifikan dengan kepatuhan pajak. Kontribusi penelitian diharapkan 

dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan mengenai 

pentingnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Saran untuk 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih luas 

dari wilayah atau perusahaan tertentu, dengan menambah atau 

mengganti variabel, seperti sanksi pajak, e-fin, atau e- registration. 

https://doi.org/10.62668/jitaa.v5i01.2605
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INTRODUCTION 

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di 

Indonesia yang menerapkan sistem self-assessment. Sistem ini memberikan kewenangan 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya secara mandiri. Tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator keberhasilan 

pelaksanaan sistem tersebut karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar 

yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan formal pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 88% pada akhir tahun 2023. Meskipun 

angka tersebut tergolong tinggi, pemerintah masih terus berupaya meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan.  

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah melakukan modernisasi 

administrasi perpajakan melalui penerapan sistem perpajakan berbasis digital. 

Modernisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, seperti sistem e-

filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), sistem e-billing untuk pembayaran 

pajak, serta kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penerapan sistem perpajakan digital diharapkan mampu 

memberikan kemudahan, efektivitas, efisiensi, serta meningkatkan kualitas pelayanan 

perpajakan sehingga dapat mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajibannya.  

Sistem e-filing merupakan layanan penyampaian SPT secara elektronik yang 

memungkinkan Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya kapan saja dan di 

mana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudahan 

penggunaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena 

proses pelaporan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu, pemerintah juga 

menerapkan sistem e-billing yang mempermudah proses pembayaran pajak melalui 

penggunaan kode billing sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal 

elektronik, seperti ATM, mobile banking, maupun internet banking. Kemudahan tersebut 

diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya.  

Selanjutnya, pemerintah mengimplementasikan kebijakan pemadanan NIK 

menjadi NPWP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

112/PMK.03/2022. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi 



JITAA: Volume 5 (No 1) 2026 Pp 36-50 

 
 

Lina Rindi Antika  

38 

 

perpajakan melalui integrasi identitas kependudukan dengan identitas perpajakan. 

Dengan adanya integrasi tersebut, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi 

lebih mudah, cepat, dan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, 

mengingat kebijakan ini masih relatif baru, efektivitasnya terhadap peningkatan 

kepatuhan pajak masih perlu dikaji lebih lanjut.  

Selain faktor teknologi dan sistem administrasi, tingkat kepatuhan pajak juga 

dipengaruhi oleh pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan. Pemahaman 

Wajib Pajak mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, fungsi 

pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. 

Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan cenderung lebih 

sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib 

Pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Oleh karena itu, pemahaman 

Wajib Pajak dipandang sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi 

kepatuhan pajak.  

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai 

pengaruh sistem perpajakan digital terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Mawarni et al. 

(2022), Adnyana dan Yuesti (2020), serta Rokhman et al. (2023) menyatakan bahwa 

penerapan sistem e-filing dan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Mapuasari et al. (2023) dan Hendayana et 

al. (2021) menemukan bahwa penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula, hasil penelitian mengenai pemadanan NIK 

menjadi NPWP masih menunjukkan inkonsistensi. Sementara itu, berbagai penelitian 

terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak memiliki 

pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diteliti 

lebih lanjut.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rokhman et al. (2023) 

dengan menambahkan variabel pemahaman Wajib Pajak serta mengganti variabel e-

government dengan variabel pemadanan NIK pada NPWP. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta Barat sebagai objek 

penelitian. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik anggota komunitas 

yang sebagian besar telah bekerja dan terdaftar sebagai Wajib Pajak, sehingga dinilai 

relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena 
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itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem e-filing, sistem e-billing, 

pemadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. 

 

METHOD 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 

kausalitas. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengukuran yang 

bersifat objektif dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Desain kausalitas 

digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara sistem e-filing, sistem e-

billing, pemadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan 

pajak.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta 

Barat yang berjumlah 109 anggota. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 52 responden. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria 

responden, yaitu telah bekerja, terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan berusia minimal 21 

tahun. Teknik ini dipilih karena tidak seluruh anggota populasi memenuhi karakteristik 

yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Instrumen 

penelitian disusun berdasarkan indikator dari penelitian terdahulu. Variabel sistem e-

filing diukur menggunakan tujuh indikator yang diadaptasi dari Umniyah et al. (2021), 

variabel sistem e-billing diukur menggunakan enam indikator yang juga diadaptasi dari 

Umniyah et al. (2021), variabel pemadanan NIK pada NPWP diukur menggunakan tiga 

indikator yang diadaptasi dari Chelsya dan Verawati (2023) serta Tobing dan Kusmono 

(2022), sedangkan variabel pemahaman Wajib Pajak diukur menggunakan delapan 

indikator yang diadaptasi dari Sugiartini et al. (2020). Variabel dependen, yaitu 

kepatuhan pajak, diukur menggunakan enam indikator yang diadaptasi dari Sugiartini et 

al. (2020). Pengukuran seluruh variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert 

lima poin, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 

= Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Skala Likert dipilih karena mampu 

menggambarkan persepsi responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam 

kuesioner.  Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
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Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yang 

meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang 

terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas 

untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik t (parsial), uji statistik F (simultan), 

serta uji koefisien determinasi (Adjusted R-Square) untuk mengetahui besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Penelitian ini melibatkan 52 responden yang berasal dari Komunitas Alumni Rohis 

SMKN 13 Jakarta Barat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring 

menggunakan Google Form. Selanjutnya, data dianalisis dengan bantuan aplikasi 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26. Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji 

asumsi klasik untuk memastikan bahwa data layak digunakan dalam analisis regresi 

linear berganda.  

 

Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), 

dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian. 

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

Sistem E-Filing 52 21 35 29,654 4,401 

Sistem E-Billing 52 18 30 24,538 3,997 

Pemadanan NIK pada NPWP 52 8 15 11,654 2,141 

Pemahaman Wajib Pajak 52 20 40 30,942 4,331 

Kepatuhan Pajak 52 17 30 23,692 3,713 

Sumber: Data diolah penulis (2024). 

Berdasarkan Tabel 1, variabel sistem e-filing memiliki nilai rata-rata sebesar 

29,654 dengan standar deviasi sebesar 4,401. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap penerapan 

sistem e-filing. Variabel sistem e-billing memiliki nilai rata-rata sebesar 24,538 dengan 

standar deviasi sebesar 3,997, yang mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi 

positif terhadap kemudahan penggunaan sistem e-billing dalam pembayaran pajak.   

Selanjutnya, variabel pemadanan NIK pada NPWP memperoleh nilai rata-rata sebesar 
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11,654 dengan standar deviasi sebesar 2,141. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi 

responden terhadap kebijakan pemadanan NIK pada NPWP masih tergolong sedang. 

Sementara itu, variabel pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 

sebesar 30,942 dengan standar deviasi 4,331. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang cukup baik. Adapun variabel 

kepatuhan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 23,692 dengan standar deviasi sebesar 

3,713 yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan responden relatif baik dan stabil.  

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian dalam 

mengukur variabel yang diteliti. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item 

pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel sebesar 0,2732 dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam 

penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.  

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen 

penelitian. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Sistem E-Filing 0,943 Reliabel 

Sistem E-Billing 0,927 Reliabel 

Pemadanan NIK pada NPWP 0,876 Reliabel 

Pemahaman Wajib Pajak 0,871 Reliabel 

Kepatuhan Pajak 0,917 Reliabel 

Sumber: Data diolah penulis (2024) 

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar 

dari 0,70. Oleh karena itu, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel sehingga 

dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.  

 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

linearitas. Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, data penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal.  Selanjutnya, 

hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Sistem E-Filing 0,331 3,021 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sistem E-Billing 0,397 2,518 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pemadanan NIK pada NPWP 0,789 1,267 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pemahaman Wajib Pajak 0,615 1,625 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data diolah penulis (2024). 

 

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih 

besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di 

atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi terbebas dari gejala 

heteroskedastisitas. Selain itu, hasil uji linearitas juga menunjukkan bahwa seluruh 

variabel independen memiliki hubungan linear dengan variabel dependen karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial disajikan pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Variabel t Hitung Sig. Kep. 

H1 Sistem E-Filing → Kepatuhan Pajak 1,202 0,235 Ditolak 

H2 Sistem E-Billing → Kepatuhan Pajak 1,921 0,061 Ditolak 

H3 Pemadanan NIK pada NPWP → Kepatuhan 

Pajak 

0,380 0,706 Ditolak 

H4 Pemahaman Wajib Pajak → Kepatuhan Pajak 5,789 0,000 Diterima 

Sumber: Data output SPSS diolah penulis (2024) 

 

Berdasarkan Tabel 4, variabel sistem e-filing memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,235 (>0,05), sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-filing tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel sistem e-billing memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,061 (>0,05), sehingga H2 juga ditolak. Dengan demikian, 

sistem e-billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.  

Selanjutnya, variabel pemadanan NIK pada NPWP memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,706 (>0,05), sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemadanan NIK 

pada NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, variabel 

pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dengan nilai t 

hitung sebesar 5,789, sehingga H4 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.  

Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 

0,703 sebagaimana disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Adjusted R Square Interpretasi 

0,703 Variabel independen mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 

70,3%, sedangkan 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 

penelitian. 

Sumber: Data output SPSS diolah penulis (2024). 

 

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,703 menunjukkan bahwa variabel sistem e-

filing, sistem e-billing, pemadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman Wajib Pajak 

secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak sebesar 70,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 29,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.  

 

Discussion 

Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem e-filing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,235 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,202 yang lebih kecil dari t 

tabel sebesar 2,012. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 

sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ditolak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa keberadaan sistem e-filing belum mampu meningkatkan kepatuhan 

pajak secara signifikan. Meskipun sistem e-filing memberikan kemudahan dalam 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), kemudahan tersebut belum tentu mendorong 

Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian 

besar responden dalam penelitian ini merupakan generasi muda yang sudah terbiasa 

menggunakan teknologi digital sehingga penggunaan e-filing dianggap sebagai bagian 

dari aktivitas administratif biasa dan bukan faktor yang dapat memengaruhi tingkat 

kepatuhan mereka.  

Selain itu, rendahnya pengaruh e-filing terhadap kepatuhan pajak diduga 

disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan motivasi internal Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Theory of Planned Behavior yang 

dikemukakan oleh Ajzen (2020), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk 

dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, 

kemudahan penggunaan e-filing belum cukup untuk meningkatkan niat Wajib Pajak 

apabila tidak disertai dengan kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai 

pentingnya membayar pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mapuasari et al. (2023) dan Hendayana et al. (2021) yang menyatakan 



JITAA: Volume 5 (No 1) 2026 Pp 36-50 

 
 

Lina Rindi Antika  

44 

 

bahwa sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan 

tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mawarni et al. (2022), Adnyana 

dan Yuesti (2020), serta Dewi et al. (2022) yang menemukan bahwa penerapan e-filing 

mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan hasil tersebut dimungkinkan 

karena adanya perbedaan karakteristik responden, objek penelitian, dan tingkat 

pemanfaatan teknologi di masing-masing penelitian.  

 

Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Pajak 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sistem e-billing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 

0,061 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,921 yang lebih kecil 

dibandingkan t tabel sebesar 2,012. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan pembayaran pajak melalui sistem e-

billing belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara langsung. Responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh individu yang telah terbiasa menggunakan teknologi 

digital dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan e-billing hanya dipandang 

sebagai alat pembayaran yang bersifat administratif. Dengan kata lain, penggunaan e-

billing belum mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan apabila tidak diiringi 

dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.  

Menurut Theory of Planned Behavior, sikap terhadap suatu perilaku menjadi faktor 

penting dalam menentukan tindakan seseorang. Apabila Wajib Pajak hanya memandang 

e-billing sebagai sarana pembayaran tanpa memiliki sikap positif terhadap kewajiban 

perpajakan, maka penggunaan sistem tersebut tidak akan berdampak pada peningkatan 

kepatuhan pajak. Selain itu, karena sistem e-billing masih relatif baru bagi sebagian 

responden, kemungkinan terdapat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami 

manfaat dan prosedur penggunaannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Ramadhan et al. (2023), Mapuasari et al. (2023), dan Asiah et al. (2020) yang 

menyatakan bahwa sistem e-billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

pajak. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan penelitian Rokhman et al. (2023), 

Yanti dan Asmapane (2023), serta Kusumawardhani et al. (2023) yang menemukan 

bahwa sistem e-billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.  

 

Pengaruh Pemadanan NIK pada NPWP terhadap Kepatuhan Pajak 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemadanan NIK pada NPWP tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
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signifikansi sebesar 0,706 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,380 yang 

lebih kecil dibandingkan t tabel sebesar 2,012. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) 

ditolak.  Tidak signifikannya pengaruh pemadanan NIK pada NPWP terhadap kepatuhan 

pajak diduga karena kebijakan tersebut masih tergolong baru sehingga belum seluruh 

Wajib Pajak memahami manfaat dan tujuan implementasinya. Selain itu, kebijakan 

pemadanan NIK dengan NPWP lebih bersifat administratif, yaitu untuk 

menyederhanakan identitas perpajakan, sehingga belum secara langsung memengaruhi 

kesadaran maupun perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan.  

Menurut Theory of Planned Behavior, persepsi individu terhadap suatu kebijakan 

akan memengaruhi niat dan perilaku yang ditunjukkan. Apabila Wajib Pajak belum 

memandang kebijakan pemadanan NIK sebagai sesuatu yang penting, maka kebijakan 

tersebut belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, 

tetapi juga memerlukan sosialisasi yang intensif agar Wajib Pajak memahami manfaat 

kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadiwibowo et al. 

(2023) yang menyatakan bahwa pemadanan NIK pada NPWP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Ayuningtyas dan Furqon (2023) yang menemukan adanya pengaruh positif 

antara pemadanan NIK pada NPWP terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan hasil tersebut 

kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden dan tingkat 

pemahaman Wajib Pajak mengenai kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP.  

 

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 5,789 

yang lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 2,012. Dengan demikian, hipotesis 

keempat (H4) diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi 

pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak 

yang memahami fungsi pajak, prosedur pelaporan, tata cara pembayaran, serta sanksi 

perpajakan cenderung lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan 

secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.  
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Temuan ini sesuai dengan Compliance Theory yang menyatakan bahwa kepatuhan 

seseorang terhadap aturan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap norma dan peraturan 

yang berlaku. Individu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai suatu aturan akan 

lebih cenderung untuk menaati aturan tersebut dibandingkan individu yang memiliki 

tingkat pemahaman rendah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan 

melalui sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yuliani et al. (2024), 

Indriyanto (2021), Sholikah dan Syaiful (2022), Putra dan Setiawan (2020), serta 

Sugiartini et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, pemahaman 

perpajakan dapat dianggap sebagai faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dalam penelitian ini.  

 

CONCLUSION 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh sistem e-filing, sistem e-billing, pemadanan NIK pada NPWP, dan pemahaman 

Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak pada Komunitas Alumni Rohis SMKN 13 Jakarta 

Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan oleh sistem e-filing belum mampu 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara langsung. Penggunaan sistem e-filing 

oleh Wajib Pajak cenderung hanya dipandang sebagai sarana administratif dalam 

pelaporan pajak, sehingga belum dapat mendorong peningkatan kepatuhan 

perpajakan.  

2. Sistem e-billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa kemudahan pembayaran pajak melalui sistem e-billing belum 

cukup untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak apabila tidak disertai dengan 

kesadaran dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.  

3. Pemadanan NIK pada NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP yang 

masih relatif baru belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, 

kebijakan tersebut lebih bersifat administratif sehingga belum secara langsung 

memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak.  
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4. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan, prosedur, 

dan fungsi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemahaman 

perpajakan menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak 

pada penelitian ini.  

5. Secara simultan, sistem e-filing, sistem e-billing, pemadanan NIK pada NPWP, dan 

pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor teknologi perpajakan dan faktor 

individu secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib 

Pajak.  
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